LANGKAT SERAHKAN 80 MOTOR HIBAH PEMPROVSU

Sumber Berita: https: //sumut.antaranews.com

MedanBisnis - Langkat. Pemkab Langkat, Senin (19/2) menyerahkan hibah 80 unit
sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan 5.011 potong bakal baju seragam Pembina
Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari Pemvrop Sumut bagi kepala desa/lurah di Langkat.

Penyerahan hibah itu diberikan langsung secara simbolis oleh Bupati Langkat
Ngogesa Sitepu pada upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN), di halaman kantor Bupati
Langkat.

Dalam arahannya, bupati mengatakan, hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
yang diberikan kepada 80 kades/lurah, sebagai motivasi dalam mendorong peningkatan
kinerja pelayanannya kepada warga. Sehingga program kerja yang telah menjadi prioritas
dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes), dapat secepatnya
dilaksanakan.

Jangan lupa program prioritas dalam pemanfaatan dana desa secara garis besar, yakni
mengembangkan produk unggulan desa dan kawasaan pedesaan, pembangunan embung yang
diharapkan mampu menyediakan air bagi usaha pertanian di saat musim tanam, membentuk
badan usaha milik desa yang diharapkan akan menjadi motor penggerak peningkatan
perekonomian desa dan membangun sarana olah raga sebagai wahana untuk mendukung
aktivitas positif bagi anak muda”, katanya.

Pelaksanaan program prioritas ini tentunya tidak akan dapat dilaksanakan secara cepat
dan baik tanpa mendapat dukungan fasilitas dan pembinaan oleh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) teknis terkait.

Jadi saya sangat mengharapkan agar setiap OPD teknis terkait dapat memberikan
perhatian dan fasilitas yang cukup kepada desa, baik berupa bintek, dimulai dari penyusunan
perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelestarian maupun regulasi-regulasi
pendukungnya,” harap bupati.

Tidak mencukupinya hibah motor untuk seluruh kades/lurah se-Kabupaten Langkat,
menurut bupati, ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi. (misno)
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Catatan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

Pasal 1 angka 10

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah
atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Pasal 2

Hibah Daerah meliputi:

a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
b. Hibah dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 4

Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat
berasal dari:

a. Pemerintah;

b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau

c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

Pasal 6

(1) Hibah kepada Pemerintan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan
urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan
keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diteruskan kepada badan usaha milik daerah.

(3) Hibah kepada Pemerintan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(4) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Pasal 7
Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus
dilaksanakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8
(1) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat
diberikan kepada:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(2) Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
a. Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau
b. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak
dibiayai dari APBN.
(3) Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik

negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya dilaksanakan
melalui mekanisme APBN dan APBD.

(2) Hibah Daerah dilakukan melalui perjanjian.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 1 angka 14

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat



tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lain;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana
diamanatkan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf ¢ diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah
daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d
diberikan kepada Badan dan Lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundangundangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan
Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau
Bupati/Walikota; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasvarakatan berupa kelompok
masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan
dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait
sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi



kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7
(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5)
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan;

b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan
lainnya; dan

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan ;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan

c. memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi
dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam
kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian
obyek belanja hibah pada PPKD.

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
b. Pemerintah Pusat;
c. Pemerintah Daerah lain;
d. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/ atau
e. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program
dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja



hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang
diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.

Pasal 13

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh
kepala daerah dan penerima hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
b. pemberi dan penerima hibah;
c. tujuan pemberian hibah;
d. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
e. hak dan kewajiban;
f. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
g. tata cara pelaporan hibah.

(3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
NPHD.

Pasal 14

(1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis
barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan
peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD.

(2) Daltar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah.

(3) Penyaluran/ penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah
dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung
(LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala
daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah
kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;

b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
c. NPHD;



d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD; dan

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima
barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah
yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah
digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan
bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi
penerima hibah berupa barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan
dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.



